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TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Pajak

Dalam Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang
Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2013: 2) Pajak adalah iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapatprestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014: 1) Pajak adalah iuran
rakyat kepada Kas Negara berdasarkanundang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi
tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Saving yang
merupakan Sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat atau
kontribusi kepada kas negara yang bersifat memaksa dan diatur berdasarkan
undang-undang tanpa adanya timbal balik secara langsung guna membiayai

pengeluaran suatu daerah.
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2.3

Prinsip Perpajakan
Tiga prinsip utama perpajakan menurut Halim (2014: 2) adalah:

. Efficiency

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihanya, sehingga
hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutan.

. Equity

Pemungutan Pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib
pajak lainya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan
kemampuanya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang
diterimanya.

. Economic effect must be consired

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib
pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan
perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang
melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak menurut Halim (2014: 4) yaitu:

. Fungsi Budgetair

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang
lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh
karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah
untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh.

a. Memberikan insentif pajak (Tax Holiday) untuk mendorong
peningkatan investasi di dalam negeri.

b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minimum keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.

c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong
peningkatan ekspor produk dalam negeri.



24

yaitu:

2.5

Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak menurut Halim (2014: 5) dikelompokan ke dalam 3 bagian,

Pajak Menurut Golonganya:

a.

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib
pajak dan pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak Tidak Langsung

Pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu
kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya
pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai(PPN). PPN terjadi karena terdapat
pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh
produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan
kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan
dalam harga jual barang atau jasa).

Pajak Menurut Sifatnya

a.

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti
memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa
memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewabh.

b. Pajak Daerah, yaitupajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri
atas pajak provinsi dan pajak Kota.

Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baikpengertian secara

ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swastake sektor

pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat

dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri  yangterdapat pada

pengertian pajak antara lain sebagaiberikut:
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. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuaidengan

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajakdan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negaradiatur

dalamundang-undang."

. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan)yang

dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taatmembayar
pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang samakualitasnya
dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraanbermotor.

. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaanumum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baikrutin

maupunpembangunan.

. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakanapabila wajib

pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapatdikenakan sanksi

sesuai peraturanperundang-undangan.

Syarat PemungutanPajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat.Bila terlalu

tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bilaterlalu rendah, maka

pembangunan tidak akan berjalan karena dana yangkurang. Agar tidak

menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajakharus memenuhi

persyaratanyaitu:

1. Pemungutan pajak harusadil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuanuntuk
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adildalam perundang-

undangan maupun adil dalampelaksanaannya.

. Pengaturan pajak harus berdasarkanUU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak danpungutan
yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang",ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak,
yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negarayang berdasarkan UU

tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminanhukum bagi para wajib
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pajak untuk tidak diperlakukan secara umum;Jaminan hukum akan
terjaganya kerahasiaan bagi para wajibpajak.

3. Pungutan pajak tidak menggangguperekonomian.
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agartidak
mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi,perdagangan,
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan
masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak,
terutama masyarakat kecil danmenengah.

4. Pemungutan pajak harusefisien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajakharus
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendahdaripada
biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistempemungutan pajak
harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengandemikian, wajib
pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajakbaik dari
segi penghitungan maupun dari segiwaktu.

5. Sistem pemungutan pajak harussederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilandalam
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajibpajak
dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehinggaakan
memberikandampakpositifbagiparawajibpajakuntukmeningkatkan
kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistempemungutan

pajak rumit, orang akan semakin enggan membayarpajak.

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 Daerah otonom, yang
selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyau
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
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2.7  Kiriteria Kontribusi
Persentase besaran kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
PAD dapat dilihat pada tabel kriteria Kontribusi di bawabh ini.

Tabel 2.1
Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria
0-10% Sangat Kurang
10-20% Kurang
20-30% Sedang
30-40% Cukup Baik
40-50% Baik
>50% Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri



